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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan yang telah diberikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

tiga kesimpulan guna menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut. 

1. Peraturan perundang-undangan mengatur terkait dengan bagaimana 

kriteria seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik. 

Adapun pengaturan utama mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana terkait dengan ketentuan hukuman pidana. KUHP mengatur 

mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, 

seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang 

dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab 

undang-undang huikum pidana. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP 

tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi 

pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 

hanya menyebutkan “setiap orang” yang jika diartikan menurut Pasal 1 

ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. 

Hakikatnya bahwa “setiap orang” dapat diterjemahkan perseorangan baik 

WNI maupun WNA serta korporasi. Namun dalam ketentuan Pasal 23 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
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“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 

politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara 

berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan 

dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Adapun terkait dengan 

yang menjadi pertimbangan utama bagaimana pertimbangan penjatuhan 

hak politik adalah pertama dilakukan pertimbangan secara hukum pidana 

terkait dengan dapat atau tidak dapatnya dijatuhi pidana tambahan. 

Selanjutnya, dapat dilihat dari kejahatan yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan hakim pada pengadilan.  

2. Pada dasarnya, penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana 

tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi. Hal ini mengingat bahwa hak 

politik termasuk dalam hak asasi manusia generasi pertama sehingga 

terkait dengan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana 

tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia adalah suatu 

pelanggaran bagi hak asasi manusia dan sudah tidak sejalan dengan tujuan 

pemidanaan Indonesia saat ini. Tujuan pemidanaan Indonesia saat ini 

dilihat dari rumusan KUHP yang baru adalah sangat menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya 
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sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan 

prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk 

di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk 

pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan 

sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).Hak Pilih warga negara baik 

memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu 

substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai 

bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam 

pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk 

memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat 

melalui pemilu yang demokratis. Pencabutan hak politik bagi terpidana 

kasus korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia 

dan juga sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, 

yang mana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak memilih dan 

dipilih (hak politik) merupakan hak konstitusional warga negara yang di 

diatur dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang 

tentang HAM. Terkait dengan hak memberikan suara atau memilih (right 

to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga 

negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Konstitusi yang 

berlaku yakni UUD NRI Tahun 1945 telah cukup memuat jaminan dan 

rambu-rambu konstitusional tentang Pemilu, ditambah lagi dengan 
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ketentuan tentang HAM yang sangat erat kaitannya dengan pemilu. 

Sehingga, dalam perumusan sejumlah pasal terkait dengan hak 

memberikan suara tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya 

diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Sebab, 

pembatasan, peniadaan, dan penghapusan hak pilih warga negara 

merupakan penyimpangan serta salah satu bentuk pelanggaran HAM 

warga negara dan tidak sesuai lagi dengan tujuan pemidanaan Indonesia 

saat ini. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan lebih lanjut terkait dengan 

bagaimana pengaturan yang sebaiknya diberikan terkait dengan 

bagaimana apabila benar pencabutan hak politik benar b-benar 

dibutuhkan, perlu ada pembatasan agar jangan sampai menyimpang 

tujuan hak asasi manusia dan menghilangkan kemanusiaan dari terdakwa.  

3. Rekomendasi yang dapat diberikan mengenai ketentuan pidana tambahan 

yang tepat bagi terpidana tindak korupsi yang sejalan dengan perspektif 

hak asasi manusia dan juga sejalan dengan tujuan pemidanaan adalah 

bahwa sebaiknya, penjatuhan dipidana tambahan pencabutan hak politik 

dihilangkan karena tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan juga tidak 

sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Melihat dari 

ketentuan dalam negara Denmark, yang menghilangkan ketentuan pidana 

tambahan, terlihat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ada 

dan tidak adanya pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana 

dengan melihat tingkat korupsi Denmark yang sangat minim. Selain itu, 

hak politik termasuk dalam hak asasi manusia yang non derogable. Oleh 

karena itu, rekomendasi terbaik adalah dengan meniadakan pidana 
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tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Perlu diingat 

bahwa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum sehingga pemenuhan 

akan hak asasi manusia harus menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan 

negara, di samping terjaminnya keadilan dan kepastian hukum karena 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 

ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang pada sisi lain dituntut 

untuk mengimplementasikan sebuah pandangan sebagai negara hukum 

yang memiliki karakteristik falsafah hidup luhur bangsa Indonesia yaitu 

Pancasila. Sudah seharusnya tidak terdapat pencabutan atas hak politik 

bagi terpidana korupsi. Jika pun tetap terdapat pandangan yang 

bersikukuh bahwa seharusnya tetap ada, maka perlu adanya kajian lebih 

lanjut terkait apakah terdapat darurat publik yang mengancam bangsa 

sehingga hak politik dari terpidana korupsi tersebut boleh dicabut. 

Meskipun demikian, melihat paparan yang telah diberikan, bahwa pada 

sarnya, pidana tambahan pencabutan hak politik tidak tepat dan perlu 

dicabut karena merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia.   

 

B. SARAN 

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disarankan beberapa hal kepada 

pihak-pihak terkait sebagai berikut. 

1. Pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi sudah tidak  

sesuai dengan tujuan pemidanaan masa kini dan juga tujuan pemidanaan 
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dalam rancangan KUHP yang baru. Oleh karena itu, akan lebih baik jika  

hukuman pencabutan hak politik, terutama terhadap pelaku tindak korupsi 

dihapuskan karena selain  terbukti tidak efektif, juga tidak sejalan dengan 

tujuan pemidanaan Indonesia pada masa kini.  

2. Jika terdapat kajian yang benar-benar menyatakan secara khusus bahwa 

terdapat kepentingan dan ihwal yang sangat darurat sehingga perlu dengan 

sangat dilakukan pencabutan hak politik, maka aparat penegak hukum 

harus memiliki parameter yang jelas dalam menerapkan pidana 

pencabutan hak politik terhadap terdakwa agar terjadi kepastian hukum di 

masyarakat. Selain itu, penerapan pidana pencabutan hak politik harus 

selalu berada dalam koridor hukum terutama terkait pencantuman jangka 

waktu pencabutan hak. 

3. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi agenda utama dan menjadi 

tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. 

4. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai bagaimana penjatuhan pidana 

tambahan dan kajian terbut perlu termasuk dalam penyususnan Kitab 

Hukum Pidana Indonesia yang baru, yang sesuai dengan tujuan yang 

dirumuskan dalam Kitab Hukum Pindana yang baru. Rekonseptualisasi 

dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai 

bagaimana tujuan yang hendak dicapai dari adanya pemidanaan dengan 

KUHP yang baru sehingga hal ini dapat berjalan dalam koridor yang sama 

antara konsep pemidanaan dan tujuan pemidanaan
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